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ABSTRAK 

 

Pernikahan dini masih menjadi masalah serius di Indonesia meskipun telah ada 

perubahan batas usia minimal menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019. Kabupaten Pemalang menjadi salah satu daerah dengan angka dispensasi nikah 

yang tinggi, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Praktik pernikahan 

dini berdampak negatif pada kesejahteraan anak dan perempuan, seperti resiko 

kesehatan, putus sekolah, dan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi perubahan batas usia nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang 

serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. 

 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan studi 

kepustakaan dan wawancara dengan Pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang. 

Pendekatan Maqashid Syariah digunakan untuk menilai manfaat dan dampak 

pernikahan dini, dengan fokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. Data primer diperoleh dari dokumen pengadilan dan wawancara, sedangkan data 

sekunder berasal dari peraturan perundangan, jurnal, dan buku terkait. 

 

Hasil penilitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 di Pengadilan Agama Pemalang belum ditegakkan dengan baik, terlihat dari 

rendahnya tingkat selektivitas dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. 

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menyoroti perlunya perubahan budaya 

hukum masyarakat dan dukungan sosial yang memadai. Pengadilan Agama Pemalang 

belum menjalankan fungsi penegakan hukum secara optimal dalam pemberian 

dispensasi nikah, dengan pertimbangan yang lebih mengutamakan alasan pragmatis 

daripada perlindungan hak anak sesuai prinsip Maqashid Syariah. Hal ini berpotensi 

mengabaikan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, serta meningkatkan risiko sosial 

seperti perceraian dini. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pemalang sebaiknya 

meninjau ulang proses pemberian dispensasi nikah agar lebih selektif dan berhati-hati, 

serta menetapkan syarat dan kriteria yang lebih ketat. 

 

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Maqashid Syariah, Dispensasi Nikah, Pengadilan 

Agama, Kabupaten Pemalang. 
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ABSTRACT 

Early marriage is still a serious problem in Indonesia even though there has been a 

change in the minimum age limit for marriage through Law Number 16 of 2019. 

Pemalang Regency is one of the areas with a high number of marriage dispensations, 

influenced by social, cultural, and economic factors. The practice of early marriage 

has a negative impact on the welfare of children and women, such as health risks, 

dropping out of school, and poverty. This study aims to analyze the implementation of 

changes to the marriage age limit at the Pemalang Regency Religious Court and 

identify supporting and inhibiting factors in its implementation.  

This study uses an empirical legal method by combining literature studies and 

interviews with Pemalang Regency Religious Court Officials. The Maqashid Syariah 

approach is used to assess the benefits and impacts of early marriage, with a focus on 

protecting religion, soul, mind, descendants, and property. Primary data were obtained 

from court documents and interviews, while secondary data came from related laws, 

journals, and books.  

The results of the study indicate that the Implementation of Law Number 16 of 2019 in 

the Pemalang Religious Court has not been enforced properly, as seen from the low 

level of selectivity in granting requests for marriage dispensation. Soerjono Soekanto's 

law enforcement theory highlights the need for changes in the legal culture of society 

and adequate social support. The Pemalang Religious Court has not carried out its law 

enforcement function optimally in granting marriage dispensation, with considerations 

that prioritize pragmatic reasons rather than protecting children's rights according to 

the principles of Maqashid Syariah. This has the potential to ignore the protection of 

the soul, mind, and descendants, and increase social risks such as early divorce. 

Therefore, the Pemalang Religious Court should review the process of granting 

marriage dispensation to be more selective and careful, and set stricter terms and 

criteria.  

Keywords: Early Marriage, Maqashid Syariah, Marriage Dispensation, Religious 

Court, Pemalang Regency. translate to English. 
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MOTTO 

 

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." 

(Qs. Al-Insyirah:5) 

“Pertemanan sejati bukan tentang teman ladzatin (kenikmatan) yang sementara, atau 

teman manaafi‘ (manfaat) yang bersifat duniawi semata. Namun tentang teman 

fadhilah ia yang menghadirkan nilai-nilai mulia, tumbuh dari keikhlasan, kejujuran, 

dan saling menuntun dalam kebaikan. Maka jauhilah pertemanan yang sekadar 

menyenangkan atau menguntungkan, dan dekatilah persahabatan yang menebar 

keberkahan." 

-M. Arselan- 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang 

lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa 

Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. 

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat 

Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Śa’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D da د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R er ر

 Za’ Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa’ Ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa’ Ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 Ditulis muta’addidah مُتعََد ِّ دةَ  

دَّة    Ditulis ‘iddah عِّ

 

C. Ta’ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كْمَة    Ditulis ḥikmah حِّ

لَّة    Ditulis ‘illah عِّ

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-Auliyā كَرَامَةُ الْأوْلِّيَاءِّ 

 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah, 

maka ditulis t atau h 

 Ditulis Zakāh al-Fiţri زَكَاةُ اْلفِّطْرِّ 

 

D. Vokal Pendek 

1.  َ---- ----  Fatḥah Ditulis a 

2.  ِّ---- ----  Kasrah Ditulis i 

3.  ُ---- ----  Ḍammah Ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif Ditulis ā 
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 Istiḥsān استحسان

2. Fatḥah + ya’ mati 

 أنثى
Ditulis 

ā 

Unsā 

3. Kasrah + ya’ mati 

 كريم
Ditulis 

ĩ 

Karĩm 

4. Ḍammah + wawu mati 

 فروض
Ditulis 

û 

Furûḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 بينكم
Ditulis 

ai 

Bainakum 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول
Ditulis 

au 

Qaul 

 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a'antum أأنتم

 ditulis u'iddat أعدت 

 ditulis la'in syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya 

 ditulis Al-Qur’ān القرآن 

 ditulis al-Qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang 

mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya 

 ’ditulis an-Nisā النساء

 ditulis ar-Risālah الرسالة 

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi اهل الرأي 

 ditulis Ahl as-Sunnah اهل السنة 
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang terus menjadi 

perhatian dalam berbagai aspek, baik dari sisi sosial, hukum, maupun 

kesehatan. Di Indonesia, peristiwa ini masih sering terjadi, meskipun ada 

batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang-Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang menaikkan usia minimum menikah bagi 

perempuan menjadi 19 tahun, setara dengan usia minimum untuk laki-laki. 

Meskipun begitu, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

pernikahan dibawah umur, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat 

pendidikan, tekanan budaya, serta terbatasnya akses terhadap informasi 

masih mendorong terjadinya pernikahan dini di sejumlah daerah. 

      Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara dua orang lawan jenis, 

tetapi juga melibatkan peran penting negara dalam pengaturannya. Negara 

memiliki hak untuk menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi 

warganya. Meski Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim, dalam ajaran 

Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus mengenai usia minimum untuk 

menikah. Batas usia kedewasaan adalah hasil upaya para ulama, dan hanya 

Imam Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa pada 15 tahun. Aturan 

tegas mengenai usia perkawinan dalam Islam, baik untuk laki-laki maupun 
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perempuan, memang tidak ada. Namun, Islam memperkenalkan konsep 

ba'ah (kemampuan) sebagai tolak ukur kesiapan seseorang untuk menikah. 

Konsep kemampuan ini meliputi kesiapan fisik (biologis), mental 

(psikologis), serta kemampuan materi yang mencakup biaya proses 

pernikahan dan pemenuhan kebutuhan keluarga.1 

     Dalam menjamin aturan perkawinan di Indonesia, negara melalui 

lembaga-lembaganya menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan 

yang bertujuan memastikan dan melindungi hak tersebut agar dapat 

terpenuhi sesuai dengan norma agama dan kepercayaan masing-masing. 

Dasar hukum utama yang mengatur perlindungan dan jaminan hak 

perkawinan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan.  

     Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini 

masih mengandung beberapa kelemahan, terutama dalam hal batas usia 

minimal untuk menikah. Sebelum adanya perubahan, Pasal 7 ayat (1) UU 

No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah 

adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Tetapi dalam 

pandangan Islam, usia pernikahan tidak ditentukan secara pasti. Konsep 

baligh, yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda fisik seperti keluarnya 

mani, menjadi acuan. Tujuannya agar calon pasangan memiliki kesiapan 

 
1 Achmad Fauzan, “Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 

22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid 

Sharī’ah Jasser Auda,” Indonesian Journal of Islamic Law, Vol.2:1 (2019), hlm.2 
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yang cukup, baik dari segi fisik maupun mental, untuk menjalani kehidupan 

berumah tangga. Kriteria seperti kedewasaan, 

emosi yang stabil, pemikiran yang matang, dan kemampuan finansial yang 

memadai menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan pernikahan.2 

     Isu pernikahan dibawah umur semakin mendapat perhatian karena 

maraknya kasus yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di 

Kabupaten Pemalang. Dalam laporan Pengadilan Agama Kabupaten Pe 

malang pernikahan dibawah umur pada tahun 2023 sebanyak 203 pasangan 

dan pada tahun 2024 sebanyak 153 pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Pemalang sangat 

miris, karena  banyaknya anak yang menikah usia dibawah umur 

menyebabkan adanya berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan 

pendidikan. Anak-anak yang menikah dibawah umur sering kali belum 

matang secara emosional dan fisik untuk membangun keluarga, sehingga 

lebih rentan terhadap masalah kesehatan, kekerasan rumah tangga, dan 

ketidakpastian ekonomi. Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2017 

mengeluarkan Putusan No. 22/PUU-XV/2017 yang meminta perubahan 

terhadap batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam 

putusannya, MK menginstruksikan agar batas usia minimal menikah bagi 

perempuan disesuaikan dengan laki-laki, dan kemudian diwujudkan melalui 

perubahan undang-undang yang menaikkan batas usia minimal menjadi 19 

 
2 Turaya Idhar, “Peran Lembaga Keagamaan Dalam Sosialisasikan Dampak Pernikahan 

Anak Di Bawah Umur Di Bima,” Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri Bima, (2023), hlm.8 
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tahun untuk laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang No. 16 

Tahun 2019. Perubahan ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan 

anak yang selama ini tinggi di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten 

Pemalang. 

     Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 

menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur seringkali dihadapkan pada 

berbagai tantangan, seperti masalah kesehatan reproduksi, gangguan 

psikologis, dan kesulitan ekonomi. Meskipun demikian, MK berargumen 

bahwa peningkatan batas usia menikah tidak serta-merta dapat mengatasi 

semua permasalahan tersebut. Faktor-faktor lain seperti kondisi sosial, 

ekonomi, dan pendidikan juga perlu diperhatikan.3 Kabupaten Pemalang, 

sebagai contoh, memiliki tingkat pernikahan anak yang cukup tinggi karena 

masih kuatnya tradisi dan faktor ekonomi yang memengaruhi keputusan 

orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia dini.4 

     Meskipun telah diterbitkan peraturan baru yang menaikkan batas usia 

pernikahan, praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi. Di 

daerah tersebut, faktor sosial, ekonomi, dan budaya memainkan peran besar 

dalam tingginya angka pernikahan dini. Kondisi ekonomi yang sulit, 

rendahnya tingkat pendidikan, serta pandangan sosial yang menganggap 

 
 3 Haniah Ilhami “Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 

dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak” Jurnal Konstitusi, Vol.17:2 (2020), hlm.287 

4 Fatikhul Baladi, “Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa 

Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang).” Skripsi Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023) 
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pernikahan sebagai solusi bagi perempuan muda, sering kali menjadi 

pendorong utama pernikahan dibawah umur.   

      Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menaikkan 

batas usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, agar 

setara dengan laki-laki. Aturan ini merespons Putusan MK No. 22/PUU-

XV/2017 serta Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menekankan hak anak 

untuk tumbuh dan mendapatkan perlindungan. Namun, realisasinya di 

lapangan masih terhambat oleh pengaruh budaya, kondisi ekonomi, dan 

pandangan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan undang-

undang ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak agar tujuan 

perlindungan anak dapat tercapai secara menyeluruh. 

     Pentingnya perlindungan hak anak juga berkaitan erat dengan upaya 

menjaga ketahanan keluarga, yang menjadi pondasi utama dalam 

menciptakan masyarakat yang sejahtera.Ketahanan keluarga umumnya 

dibagi menjadi tiga aspek utama. Ketahanan fisik merujuk pada kemampuan 

keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, 

pendidikan, dan kesehatan. Ketahanan ekonomi berkaitan dengan 

kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya finansial untuk 

mencapai kemandirian dan mengatasi tantangan ekonomi. Sementara itu, 

ketahanan sosial psikologis mencakup kekuatan keluarga dalam hal nilai-

nilai, hubungan antar anggota, komunikasi, dan kemampuan keluarga untuk 

beradaptasi dengan perubahan serta menghadapi berbagai tantangan. Ketiga 
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aspek ini saling terkait dan berkontribusi pada kesejahteraan serta 

keberlangsungan keluarga.5 

     Kedewasaan merupakan masalah yang sangat penting dalam sebuah 

pernikahan. Hal ini sangat penting karena dalam pernikahan, sering kali 

timbul masalah yang memerlukan pemecahan secara bijaksana, kedewasaan 

dalam berpikir. Dengan dewasa seseorang lebih mampu mengatasi 

perbedaan pendapat, menyelesaikan konflik, dan menemukan titik temu 

demi kebaikan bersama dalam hubungan pernikahannya. Bahwa 

perkawinan pada usia dibawah umur menimbulkan dampak negatif bagi 

tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar 

anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil 

anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.6 

     Oleh karena itu, pernikahan dibawah umur sangat tidak dianjurkan, 

karena dapat menyebabkan reaksi fisik yang lemah dalam hubungan suami 

istri, dan dapat menimbulkan resiko perkawinan yang kurang harmonis, 

keturunan yang kurang baik, bahkan beresiko bagi seorang ibu yang hendak 

melahirkan, karena tidak stabil dan matang dalam segi emosional bahkan 

mental. Selain itu, pernikahan dibawah umur sering kali memperburuk 

siklus kemiskinan, menjadikannya masalah sosial yang memerlukan 

perhatian khusus. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengkaji 

 
5 Fatikhul Baladi, “Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa 

Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang).” Skripsi Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023) hlm.4 

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. 
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permasalahan pernikahan di bawah umur melalui penelitian berjudul 

“Implementasi Perubahan Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019: Studi Kasus Dispensasi Nikah Pernikahan Dibawah 

Umur Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang”  

Dalam hal pengadilan merupakan badang lembaga peradilan yang 

mempunyai wewenang untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan. 

Tiga kewenangan dalam satu badan tidaklah ideal bagi penegakan hukum 

karena tidak memenuhi unsur-unsur due process of law. Mardjono 

Reksodiputro menyatakan bahwa istilah "due process of law" secara 

sederhana diterjemahkan dengan proses hukum yang adil. Lawan dari "due 

process of law" adalah "proses yang sewenang-wenang", yaitu keputusan 

yang didasarkan pada kewenangan aparat penegak hukum. Due process of 

law sering kali disalah artikan. Hal ini karena makna dan hakikat proses 

hukum yang adil tidak hanya berupa penerapan hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang dianggap adil secara formal, tetapi juga 

menjamin hak-hak kemerdekaan warga negara.7 Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas 

penerapan perubahan batas usia pernikahan di Kabupaten Pemalang serta 

mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaannya di masyarakat. 

 

 
 7 Noer Yasin, “The Authority Rationalization Philosophy Of The Indonesia Competition 

Commission: The Due Process Of Law And Maqashid Sharia Perspectives”, Jurisdictie: Jurnal 

Hukum dan Syariah, Vol.13:1 (2022),hlm.70 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang perubahan batas usia pernikahan Pengadilan Agama di 

Kabupaten Pemalang? 

2. Bagaimana pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Kabupaten Pemalang dalam perspektif Maqashid Syari`ah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang perubahan batas usia nikah di Pengadilan Agama 

Kabupaten Pemalang. 

b. Untuk mengetahui pemberian dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Kabupaten Pemalang dalam perspektif Maqashid Syari`ah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada 

masyarakat tentang pentingnya menaati batas usia nikah 19 tahun, 

serta guna mencegah dampak negatif seperti risiko kesehatan ibu 

muda, putus sekolah, dan kemiskinan keluarga. Dengan pemahaman 

ini, masyarakat dapat lebih menghargai aturan yang ada dan 
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mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mencegah 

pernikahan dini untuk kesejahteraan generasi muda. 

b. Kegunaan Teoritis 

     Penelitian ini bertujuan untuk untuk pengembangan ilmu hukum tata 

negara, khususnya dalam menilai sejauh mana Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah berhasil diterapkan. 

Dengan melihat bagaimana Pengadilan Agama memberi dispensasi 

nikah melalui prinsip Maqashid Syari'ah, penelitian ini membantu 

memadukan aturan hukum negara dengan nilai-nilai agama yang 

mengutamakan kebaikan bersama. Hasilnya bisa menjadi acuan 

untuk menyusun kebijakan yang lebih baik dalam melindungi hak 

anak, sekaligus menyempurnakan teori hukum yang ada. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan 

beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil 

skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. 

Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas 

belum pernah diteliti ataukan sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. 

Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan 

pembahasan yang akan diteliti, yaitu : 

1. Jurnal Samsul Hadi Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul “Putusan Mk No.22 /Puu-Xv /2017 Tentang Permohonan 

Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia 
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Perkawinan Dalam Perspektif Maslahah”. Dalam jurnalnya Samsul 

Hadi menjelaskan tentang Putusan  Mahkamah  Konstutusi  Nomor.  

22/PUU-XV/2017    tentang Usia Perkawinan sebagai revisi terhadap 

Pasal 7 ayat 1( satu) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang batasan 

usia perkawinan. Pasal ini secara nyata membedakan umur perkawinan 

bagi wanita dan laki-laki. Bagi wanita minimal 16 tahun dan bagi laki-

laki 19 tahun.  Pembedaan ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak 

wanita sebagai warga negara dan tidak sesuai dengan prinsip kesamaan 

di depan hukum sebagimana yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 

UUD tahun 1945. diskriminasi ini berdampak sebagian wanita 

dikawinkan secara  paksa  pada  umur  di  bawah  16  tahun,  yang  

merugikan  hak  mendapatkan  pendidikan,  kesehatan  reproduksi, dan 

keselamatan jiwa. putusan mahkamah ini memberikan harapan bagi 

wanita untuk lebih baik pada masa yang kan datang. hal ini sesaui 

dengan tujuan  dalam hukum Islam, merealisasikan kemaslahatan dan 

menjauhkan dari kerusakan.8 Secara umum perbedaan penelitian penulis 

dan penelitian sebelumnya terletak pada metodelogi yang mana penulis 

berfokus pada yuridis empiris sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan yuridis normatif.  

 
8 Samsul Hadi, “Putusan Mk No.22 /Puu-Xv /2017 Tentang Permohonan Judicial Review 

Pasal 7 Ayat (1) Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maslahah,” 

Jurnal Akhwal HKI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 11:2 

(2018)  
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2. Jurnal Achmad Fauzan dari Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang yang berjudul “Pertimbangan Mahkamah Konstitusi 

Terhadap Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia 

Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid Sharī’ah Jasser 

Auda”. Jurnal tahun 2019, dalam jurnalnya menjelaskan tentang 

pertimbangan hukum hakim terhadap putusan judicial review atas Pasal 

7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang di ajukan oleh pemohon yang merupakan korban 

pernikahan di bawah umur (kurang dari 16 tahun). Adapun pokok 

persoalan yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah pasal Pasal 

7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan tersebut yang dinilai mendung diskriminasi terhadap kaum 

perempuan dan tidak sesuai dengan UUD 1945 sehingga usia nikah 

layak untuk di naikkan, kemudian Mahkamah Konstitusi menerima 

permohonan tersebut dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. 

Berangkat dari hal tersebut, maka fokus permasalahan yang di 

diskusikan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif Maqāṣid 

Sharī`ah mengenai pertimbangan hukum Putusan tersebut.9 Secara 

umum perbedaan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya terletak 

pada metodelogi yang mana penulis berfokus pada yuridis empiris 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan yuridis normatif. 

 
9 Achmad Fauzan, “Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 

22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid 

Sharī’ah Jasser Auda,” Indonesian Journal of Islamic Law, Vol.2:1 (2019) hlm.1-27 
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3. Jurnal Lismi Salis dan Endang Heriyani dari Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Dampak Perkawinan di 

Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian”. Jurnal  Media Of  Law 

And Sharia tahun 2022, didalam jurnalnya berisi tentang Pasal 7 ayat 

(1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan 

bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan Perempuan 

sudah mencapai umur 19 tahun. Pada kenyataannya, di Kabupaten 

Pemalang masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan oleh 

mempelai yang masih dibawah umur dan berakhir dengan perceraian. 

Hal ini bisa terjadi, karena pelaku yang melakukan perkawinan dibawah 

umur biasanya belum memiliki kesiapan mental bahkan kesiapan 

ekonomi untuk berumah tangga yang mengakibatkan terjadinya 

perselisihan terus-menerus. Dalam penulisan hukum ini, meneliti 

mengenai faktor terjadinya perkawinan dibawah dan pengaruh 

perkawinan dibawah umur dengan angka perceraian di Kabupaten 

Pemalang dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab adanya 

perkawinan dibawah umur dan bagaimana pengaruh perkawinan 

dibawah umur terhadap angka perceraian.10 Secara umum perbedaan 

penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek 

hukum yang mana penulis akan berfokus pada putusan MK No. 

 
10 Lismi Salis dan Endang Heriyani, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap 

Terjadinya Perceraian,” Jurnal Media Of  Law And Sharia, Vol.4:1 (2022) 
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22/PUU-XV/ 2017. Sedangkan penelitian sebelumnya tidak spesifik 

meneliti putusan MK tersebut. 

4. Skripsi Khilma Fadhilah Fatma mahasiwa UIN Walisongo Semarang 

yang berjudul “Putusan Mk. No 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia 

Pernikahan Bagi Perempuan (Study Pendapat Tokoh Mui, Nu, 

Muhammadiyah Di Jateng)”. Skripsi tahun 2020, dalam skripsinya 

Khilma Fadhilah Fatma menjelaskan tentang ketidaksinkronan antara 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 

(1) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 

menimbulkan persoalan hukum terkait batas usia minimal perkawinan. 

Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimal menikah 19 

tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sementara UU 

Perlindungan Anak menyatakan anak adalah individu di bawah 18 

tahun. Ketidaksesuaian ini dinilai diskriminatif terhadap perempuan. 

Pada 2014, MK dalam Putusan No. 74/PUU-XII/2014 menolak 

perubahan usia menikah, didukung ormas Islam yang mempertahankan 

nilai tradisional. Namun, pada 2018, MK melalui Putusan No. 22/PUU-

XV/2017 memerintahkan DPR menaikkan usia minimal menikah 

perempuan menjadi setara dengan laki-laki, demi kesetaraan dan 

perlindungan anak. Pandangan ormas Islam pun beragam; sebagian 

menolak, sementara lainnya mendukung jika dianggap melindungi 

anak. 
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5. Jurnal Noer Yasin yang berjudul “The Authority Rationalization 

Philosophy of the Indonesia Competition Commission: The Due Process 

of Law and Maqashid Sharia Perspectives". Jurnal tahun 2022 perlunya 

rasionalisasi kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

yang saat ini bertindak sebagai lembaga superbody dengan tiga fungsi 

utama: penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan normatif melalui perspektif due process of 

law dan Maqashid Syariah. Penulis berargumen bahwa pemisahan 

kewenangan penuntutan dan pengadilan sangat penting untuk menjamin 

imparsialitas dan keadilan hukum. Dalam perspektif Maqashid Syariah, 

reformasi ini termasuk dalam tujuan utama (al-daruriyyah) untuk 

menjaga keadilan dan melindungi harta masyarakat. Oleh karena itu, 

disarankan agar KPPU hanya memiliki fungsi penuntutan, sementara 

fungsi pengadilan dialihkan ke Pengadilan Niaga. yang berisi tentang 

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses 

kebijakan publik yang sering kali kompleks dan rumit. Tahap ini 

memegang peranan vital karena tanpa implementasi, kebijakan yang 

dirancang hanya akan menjadi dokumen tanpa realisasi. Sedangkan di 

dalam buku tersebut tidak spesifik membahas putusan MK.  

6. Buku Dr.H.Nur Solikin, S.Ag., M.H. yang berjudul “Hukum, 

Masyarakat dan Penegakan Hukum”. Buku tahun 2019 yang berisi 

tentang  tentang hubungan antara hukum, masyarakat, dan penegakan 

hukum di Indonesia. Topik-topik yang dibahas meliputi pengertian dan 
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fungsi hukum, tata hukum nasional, sumber dan asas hukum, serta 

peran hukum sebagai alat kontrol sosial. Penulis menekankan 

pentingnya kesadaran hukum masyarakat dan keadilan dalam 

penegakan hukum. Buku ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, dan 

praktisi hukum yang ingin memahami dinamika hukum dalam konteks 

sosial Indonesia. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto) 

Penegakan hukum adalah upaya untuk mencapai tujuan hukum, yaitu 

mewujudkan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat. 

Namun, dalam implementasinya, proses ini tidak selalu berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi jalannya penegakan 

hukum, sehingga hasil yang dicapai tidak selalu sesuai dengan 

harapan.11 

      Sehubungan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto menjelaskan 

bahwa terdapat lima faktor yang berpengaruh dalam proses penegakan 

hukum, yaitu 

a. Faktor hukum itu sendiri 

b. Faktor penegak hukum 

c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum  

 
11 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan 

Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42 
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d. Faktor masyarakat 

e. Faktor kebudayaan.12 

     Penelitian ini mengadopsi teori penegakan hukumn Soerjono 

Soekamto untuk menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 terhadap perubahan praktik pernikahan di bawah umur di 

Kabupaten Pemalang. Teori ini membantu mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan putusan tersebut. 

2. Teori Maqashid Al-Syari`ah (Jasser Auda) 

     Dalam memahami pertimbangan hukum hakim terhadap perubahan 

batas usia pernikahan melalui  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 

penting untuk menganalisisnya melalui perspektif Cognitive Nature 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Konsep ini 

menekankan pada validasi seluruh proses kognisi dalam hukum Islam, 

yang memisahkan antara wahyu ilahi (syariah) dengan pemahaman 

manusia terhadapnya (fikih). Pemisahan ini menunjukkan bahwa fikih 

bukanlah pengetahuan ilahi yang sakral, melainkan hasil pemikiran 

manusia yang bersifat dhanni (prasangka kuat) dan dapat berubah sesuai 

dengan perkembangan konteks sosial dan zaman.13 

 
12Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007), 

hlm 154. 

13  Achmad Fauzan, “Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 

22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid 

Sharī’ah Jasser Auda,” Indonesian Journal of Islamic Law, Vol.2:1 (2019), hlm.4 
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     Melalui pendekatan maqāṣid syari’ah, penelitian ini berusaha untuk 

menggali lebih dalam mengenai tujuan-tujuan syariah yang mendasari 

perjanjian perkawinan. Maqāṣid syari’ah berfokus pada pencapaian 

kemaslahatan dan perlindungan terhadap individu dan keluarga, dapat 

memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menilai apakah perjanjian 

perkawinan benarbenar berfungsi sebagai jaminan kebahagiaan atau 

justru sebaliknya. Teori ini menekankan perlindungan terhadap lima hal 

pokok: agama (hifdzuddin), jiwa (hifdzunnafs), akal (hifdzul’aql), 

keturunan (hifdzunnasl), dan harta (hifdzulmaal). Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan bisa memperoleh 

kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima 

prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan atau 

Mafsadah jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.14 Penelitian ini 

menganalisis implementasi undang-undang tersebut di Kabupaten 

Pemalang, mengidentifikasi keselarasan dengan prinsip Islam sekaligus 

tantangan seperti resistensi norma sosial dan keterbatasan kapasitas 

institusi. 

F. Metode Penelitian 

     Penelitian adalah proses mengungkapkan fakta. Dalam kegiatan 

penelitian, seseorang berupaya menemukan, menjelaskan, dan 

menguraikan fakta atau realitas yang ada. Setiap penelitian memerlukan 

 
14 Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI),” Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16:2 (2017), hlm.207 
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penggunaan metode, yang merupakan alat penting untuk memastikan 

penelitian dilakukan secara rasional dan terarah, sehingga hasilnya 

optimal. Dengan demikian, metode penelitian adalah langkah-langkah 

yang dirancang dan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

informasi atau data serta menyelidiki data yang telah diperoleh. Metode 

penelitian mencakup gambaran mengenai antara lain: prosedur dan 

langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, 

dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya 

diolah dan dianalisis. 

1. Jenis Penelitian 

     Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris penelitian 

yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum 

(perundang-undangan) dan mengambil data secara faktual melalui 

wawancara maupun pengambilan data sampling. Penelitian yuridis 

empiris dapat digunakan untuk memahami bagaimana Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 diimplementasikan di Kabupaten 

Pemalang. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aturan 

hukumnya, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat, aparat 

hukum, dan institusi terkait menjalankan atau merespons kebijakan 

tersebut dalam praktik. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah studi kasus dengan fokus dalam 

menyelidiki suatu kasus dan mengumpulkan data dari berbagai 
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sumber seperti wawancara, observasi, dan menganalisis secara 

mendalam untuk menemukan pola, hubungan, dan makna.  

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu primer 

dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara 

dengan pemangku kepentingan seperti pejabat Pengadilan Agama 

yang terlibat dalam proses dispensasi nikah, serta dokumen resmi 

seperti salinan putusan pengadilan, laporan statistik pernikahan. 

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan 

terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, doktrin, 

dan hasil penelitian lain yang relevan. Seluruh data ini digunakan 

untuk menganalisis pelaksanaan regulasi batas usia nikah dan 

hambatan yang dihadapi di Kabupaten Pemalang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 

teknik dokumentasi atau studi dokumen.  Metode wawancara 

merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi 

secara lisan melalui percakapan langsung antara peneliti dan 

informan. Dalam proses ini, peneliti berinteraksi secara langsung 

dengan informan untuk mengajukan pertanyaan terkait topik yang 

diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dikumpulkan 

dan didokumentasikan dengan baik. Metode ini diharapkan dapat 
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menghasilkan jawaban yang jujur dan sesuai dengan kenyataan dari 

informan. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang memanfaatkan sumber data tertulis, baik dalam bentuk 

dokumen yang telah diarsipkan maupun yang dikumpulkan selama 

penelitian.  

5. Analisis Data  

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yakni 

analisis data deskriptif. Deskriptif ialah menggambarkan dengan 

jelas kondisi yang ada dengan nyata senyatanya sesuai dengan 

kenyataan dalam kondisi lapangan. Sifat analisis ini dimaksudkan 

supaya memberi penjelasan mengenai hasil studi pustaka dan 

wawancara terkait Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan 

Agama Kabupaten Pemalang, hasil tersebut dikaitkan dengan teori 

peraturan yang ada sehingga bisa memberi jawaban atas 

permasalahan yang diteliti. 

G. Sistematika Pembahasan 

     Penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami dan meninjau isi penelitian. 

Oleh karena itu, karya ilmiah ini dibagi menjadi lima bab dengan 

struktur sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
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telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan. Selain itu, bab ini juga mencakup 

daftar pustaka sebagai referensi utama. Pendahuluan 

berfungsi memberikan gambaran awal mengenai jawaban 

atas rumusan masalah sekaligus menjadi pengantar bagi 

peneliti untuk melangkah ke tahapan penelitian berikutnya. 

BAB II : Landasan  Teori 

Penulis akan memaparkan teori yang digunakan, 

diantaranya: Penegakan Hukum dan Maqashid syariah. 

BAB III : Tinjaun Umum  

Historitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019. Berserta data-data dari kasus pernikahan dibawah 

umur Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi hasil analisis 

implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang perubahan batas usia pernikahan di Kabupaten 

Pemalang dan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Kabupaten Pemalang dalam perspektif Maqashid 

Syari`ah. 

                    BAB V : Penutupan 

Bab penutup mencakup dua bagian utama, yaitu kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan inti dari analisis 
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yang telah dilakukan berdasarkan data dan fakta yang 

dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sementara itu, saran 

memuat rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak 

terkait sebagai tindak lanjut dari hasil analisis tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan melalui 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, implementasinya masih 

menghadapi hambatan, terutama karena kuatnya budaya yang 

mendukung pernikahan dini. Menurut teori penegakan hukum 

Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum ditentukan oleh substansi, 

struktur, dan kultur hukum. Dalam konteks ini, perubahan norma 

hukum belum diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat. 

Tanpa dukungan sosial dan pemahaman yang memadai, proses 

penegakan hukum dan due process of law menjadi lemah. 

Diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan 

edukasi, perbaikan ekonomi, dan pelibatan tokoh masyarakat untuk 

mendukung penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. 

2. Pengadilan Agama Pemalang belum menjalankan fungsi penegakan 

hukum secara optimal dalam praktik pemberian dispensasi nikah. 

Ketidakselektifan dalam mengabulkan permohonan dispensasi atas 

dasar alasan pragmatis seperti kehamilan, tekanan keluarga, dan 

kondisi ekonomi menunjukkan lemahnya pertimbangan terhadap 

prinsip-prinsip perlindungan dalam Maqashid Syariah. Hal ini 

berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan 

keturunan, serta membuka ruang bagi risiko sosial seperti perceraian 
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dini dan ketidaksiapan berumah tangga. Dengan demikian, praktik 

yang ada mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan 

pengadilan dengan tujuan hukum syariah, sekaligus menandakan 

lemahnya penegakan hukum yang seharusnya berorientasi pada 

kemaslahatan. 

B. Saran 

1. Pengadilan Agama Pemalang sebaiknya melakukan peninjauan ulang 

terhadap proses pemberian dispensasi nikah agar lebih selektif dan 

berhati-hati. Dispensasi seharusnya tidak diberikan hanya karena alasan 

pragmatis seperti kehamilan atau tekanan dari orang tua, melainkan harus 

mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan tanggung jawab 

calon pasangan. 

2. Pengadilan juga perlu menetapkan syarat dan kriteria yang lebih ketat 

agar dispensasi benar-benar diberikan kepada mereka yang layak. Selain 

itu, penting untuk melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam 

memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, agar mereka memahami 

risiko pernikahan usia dini dan pentingnya kesiapan dalam membangun 

rumah tangga. Dengan begitu, tujuan hukum Islam untuk melindungi 

jiwa, akal, dan keturunan dapat tercapai dengan baik. 
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